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	Salah satu aspek penting dalam pengembangan ekonomi kreatif adalah perlindungan hukum terhadap hak cipta. Hak cipta merupakan aset tak berwujud yang sangat bernilai, terutama bagi pelaku ekonomi kreatif yang bergantung pada orisinalitas karya sebagai sumber pendapatan. Perlindungan hak cipta tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. Meskipun demikian, masih banyak pelaku ekonomi kreatif yang belum memahami pentingnya pendaftaran hak cipta, sehingga karya-karya mereka rentan terhadap pembajakan dan klaim pihak lain. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, tingkat pendaftaran hak cipta di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan potensi karya kreatif yang dihasilkan setiap tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dan bersifat deskriptif. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pelaku ekonomi kreatif, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif, karena sebagian besar data yang diperoleh bersifat naratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hak cipta bagi pelaku ekonomi kreatif serta hambatan yang dihadapi dalam proses pendaftarannya.
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	One important aspect in the development of the creative economy is the legal protection of copyright. Copyright is a very valuable intangible asset, especially for creative economy actors who depend on the originality of the work as a source of income. Copyright protection not only provides legal certainty, but also encourages the creation of a healthy and sustainable business climate. However, there are still many creative economy actors who do not understand the importance of copyright registration, making their works vulnerable to piracy and claims by other parties. Based on data from the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights, the level of copyright registration in Indonesia is still relatively low when compared to the potential of creative works produced every year. This research uses a normative-empirical juridical approach and is descriptive in nature. The data used consists of primary and secondary data. Primary data is obtained through interviews and observations of creative economy actors, while secondary data is collected through documentation studies. The analysis technique used is qualitative, because most of the data obtained is narrative in nature. This study aims to analyze the implementation of copyright protection for creative economic actors and the obstacles faced in the registration process.
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1. PENDAHULUAN 
Pembangunan ekonomi di Indonesia telah menjadi prioritas sejak masa awal kemerdekaan hingga era reformasi, sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menekankan pada upaya peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Dalam praktiknya, pembangunan ekonomi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk melalui sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai motor penggerak ekonomi rakyat.[1]
UMKM terbukti menjadi tulang punggung ekonomi nasional, khususnya saat krisis ekonomi 1997 dan masa pandemi COVID-19, ketika sebagian besar sektor padat modal mengalami kolaps. Di tengah keterbatasan tersebut, UMKM mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan mempertahankan roda produksi. Kendati demikian, pandemi turut memaksa pelaku UMKM untuk beradaptasi dengan model usaha baru berbasis digital dan kreativitas, sejalan dengan berkembangnya konsep ekonomi kreatif yang menekankan pada kekuatan inovasi dan gagasan sebagai sumber utama nilai ekonomi.[2] 
Dalam konteks ekonomi kreatif, perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terutama hak cipta, menjadi aspek krusial. Hak cipta melindungi ekspresi orisinal dari ide kreatif seperti karya seni, desain grafis, musik, film, perangkat lunak, dan konten digital lainnya. Bagi pelaku ekonomi kreatif, hak cipta bukan hanya bentuk proteksi hukum, melainkan juga aset tidak berwujud yang bernilai tinggi dan dapat menjadi sumber penghasilan melalui lisensi, royalti, atau alih daya. Oleh karena itu, pemahaman dan kesadaran akan pentingnya pendaftaran hak cipta perlu ditingkatkan agar karya kreatif tidak mudah dibajak atau diklaim pihak lain.[3] 
Sayangnya, hingga saat ini, masih banyak pelaku ekonomi kreatif yang belum memahami urgensi pendaftaran hak cipta. Ketidaktahuan prosedur, anggapan bahwa prosesnya rumit dan mahal, serta kurangnya edukasi menjadi faktor utama rendahnya jumlah pendaftaran. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat pelanggaran terhadap karya orisinal para kreator, baik dalam bentuk pembajakan digital, plagiarisme, maupun eksploitasi karya tanpa izin.[3]
Padahal, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan landasan hukum yang jelas mengenai hak moral dan hak ekonomi pencipta, serta kemudahan proses pendaftaran yang saat ini dapat dilakukan secara daring melalui sistem online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM.[4] Namun demikian, efektivitas dari regulasi ini belum sepenuhnya dirasakan di kalangan pelaku UMKM dan industri kreatif, khususnya yang akan dianalisa dalam penelitian, yakni Kota Medan.
Permasalahan ini menjadi semakin penting untuk dikaji, mengingat peran strategis ekonomi kreatif dalam perekonomian Indonesia. Jika tidak ada upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku ekonomi kreatif tentang pentingnya pendaftaran hak cipta, maka potensi ekonomi kreatif untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional akan sulit untuk dimaksimalkan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan keterlibatan Pemerintah dalam mengurusi permasalahan terkait. Peran yang dapat diambil Pemerintah tentunya sangat beragam baik dari sisi sosialisasi kepada masyarakat sampai kepada perbaiakan regulasi atau membuat suatu program khusus.
Sebagai respons terhadap pentingnya isu ini, pada tanggal 10 Maret 2023 telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Wali Kota Medan Bobby Nasution dengan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara, Imam Suyudi, terkait penguatan pelayanan kekayaan intelektual. Inisiatif ini menjadi peluang penting dalam mendorong pendaftaran hak cipta oleh pelaku ekonomi kreatif di Kota Medan melalui keterlibatan aktif Dinas Pariwisata Kota Medan.[5]
Berdasarkan data maupun fenomenan yang telah dipaparkan, inilah yang menjadi alasan ketertarikan penulis mengangkat suatu penelitian untuk mengkaji secara yuridis urgensi pendaftaran HKI khususnya hak cipta bagi pelaku ekonomi kreatif, khususnya di Kota Medan. Penelitian ini akan menganalisis berbagai aspek hukum terkait pendaftaran hak cipta, mulai dari landasan hukum, prosedur pendaftaran, hingga manfaat yang diperoleh dari pendaftaran hak cipta. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh pelaku ekonomi kreatif dalam mendaftarkan hak cipta, serta mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini berjenis yuridis normatif-empiris, yang bertujuan untuk untuk menganalisis suatu fenomena hukum yang sifatnya tidak hanya dalam konteks normatif, akan tetapi juga meliputi analisis terhadap aspek teknis dalam rangka mengimplementasikan ketentuan hukum di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan tidak dapat dijelaskannya efektivitas suatu hukum tanpa mengkaji terlebih dahulu tentang hukum dalam tataran normatif (law in books) dan hukum dalam tataran realita (law in action), apabila tidak dilakukannya suatu perbandingan terhadap kedua variabel ini tentu akan mustahil dapat diukur tingkat efektivitas suatu hukum.[6] Penelitian ini merupakan bentuk kajian yuridis terhadap hukum positif yang kemudian dipadukan dengan pencarian fakta-fakta lapangan. Fakta-fakta yang ditemukan dijadikan data, kemudian data tersebut dianalisa untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.
Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang menganalisis dengan cara menggambarkan suatu fenomena baik meliputi subjek atau objek hukum dalam penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan atau apa adanya tanpa dilakukan rekayasa. [6] Penelitian menyajikan pembahasan lengkap mengenai hukum positif yang bertujuan sebagai. pedoman analisa terhadap semua fenomena atau kenyataan sosial yang ditemukan pada saat melakukan penelitian lapangan, dengan cara menjelaskan faktor yang berkaitan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji, dengan tujuan dapat memperoleh penjelasan terhadap ruang lingkup permasalahan yang diteliti.
Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu yang diteliti, diperoleh melalui pernyataan atau tindakan informan yang memberikan keterangan kepada peneliti selama proses pengumpulan data berlangsung. Dengan kata lain, data ini merupakan hasil pengamatan atau interaksi langsung di lapangan, berasal dari sumber utama.[7]  Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara serta proses input data yang dilakukan di Dinas Pariwisata Kota Medan. Sementara itu, data sekunder berfungsi sebagai pelengkap yang memperkuat analisis terhadap permasalahan yang dikaji, dan diperoleh melalui studi dokumentasi, yakni dengan menelusuri berbagai dokumen yang telah tersedia sebelumnya.[7]
Analisis data kualitatif merupakan proses pengolahan informasi yang berbentuk kata-kata, bukan angka atau data numerik, yang kemudian disusun secara sistematis berdasarkan kategori tertentu. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui metode seperti wawancara dan observasi dari berbagai sumber. Namun, sebelum dianalisis, data tersebut harus diolah terlebih dahulu agar dapat digunakan secara efektif. Dalam pendekatan kualitatif, analisis lebih menitikberatkan pada interpretasi narasi yang telah dikumpulkan dan disusun dalam suatu naskah utuh, tanpa menggunakan teknik perhitungan matematis sebagai alat bantu.[7] 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
3.1. Hasil Penelitian
Sistem otonomi daerah yang diimplementasikan di Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kekuasaan kepada pemerintah provinsi serta kabupaten/kota untuk melaksanakan fungsi pemerintahan mereka secara lebih mandiri.[8] Salah satu aspek penting yang menjadi tanggung jawab mereka adalah pengelolaan sektor perekonomian, termasuk dalam hal pelayanan administrasi penanaman modal. 
Pelayanan ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Dengan adanya kemudahan dalam proses administrasi penanaman modal, diharapkan lebih banyak investor yang berminat untuk berinvestasi. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat. Melalui pengelolaan yang efektif dan efisien,[9] pemerintah daerah diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat, sehingga pembangunan ekonomi dapat berjalan berkelanjutan dan membawa manfaat yang nyata bagi kehidupan sehari-hari.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pada Pasal 7, menjelaskan peran penting pemerintah daerah dalam pemberdayaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), di mana pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai pengelola, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam pengembangan berbagai aspek yang berkaitan dengan UMKM. Salah satu fokus utama adalah pembiayaan, di mana pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memfasilitasi akses pembiayaan bagi UMKM melalui penyediaan dana hibah, pinjaman lunak, atau bantuan modal kerja, yang semuanya bertujuan untuk membantu pelaku usaha memulai atau mengembangkan usaha mereka.[10]
Sebagai langkah lanjutan dari Undang-Undang tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan memperjelas mekanisme pemberdayaan UMKM. Semua ketentuan dalam peraturan ini menjadi bentuk konkret dari upaya pemerintah dalam memberdayakan UMKM di tingkat daerah, sekaligus berfungsi sebagai perpanjangan kewenangan dari pemerintah pusat. Dengan inisiatif-inisiatif ini, diharapkan tercipta ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM, yang tidak hanya meningkatkan kontribusi mereka terhadap perekonomian lokal, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, mengingat bahwa pemberdayaan UMKM yang efektif dapat meningkatkan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.[10]
Sesuai dengan lokasi riset yang terfokus pada Kota Medan khususnya yang dilakukan peneliti pada Dinas Pariwisata kota Medan. Selama ini Pemko Medan telah merealisasikan berbagai program guna mendukung perkembangan usaha para pelaku ekonomi kreatif di Kota Medan yang mayoritasnya didominasi UMKM. Adapun program tahunan rutin yang diselenggaran meliputi : 
1. Penyelenggaraan event dan bazar sebagai sarana promosi[11] 
2. Menyelengarakan kegiatan seminar,  pelatihan, dan sertifikasi keahlian  terhadap pelaku ekonomi kreatif[12]
3. Pelaksanaan program kerjasama antara Pemerintah Kota Medan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sumut mengenai pendaftaran HKI gratis bagi pelaku ekonomi kreatif Kota Medan.[5]
Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi otonomi daerah memberikan ruang strategis bagi pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Medan, untuk mengelola dan mengembangkan sektor ekonomi kreatif secara mandiri. Salah satu bentuk konkret dari tanggung jawab tersebut adalah pelaksanaan program-program pemberdayaan UMKM yang tidak hanya berfokus pada aspek promosi dan pelatihan, tetapi juga pada perlindungan hukum atas kekayaan intelektual. Pendekatan yang lebih terfokus pada HKI tercermin melalui inisiatif kerjasama antara Pemerintah Kota Medan dan Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara dalam penyelenggaraan program pendaftaran HKI gratis bagi pelaku ekonomi kreatif. Program ini tidak hanya memberikan akses perlindungan hukum secara administratif, tetapi juga meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya hak eksklusif atas karya dan inovasi mereka. Dengan demikian, pendekatan perlindungan HKI menjadi salah satu pilar penting dalam menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing dan berkelanjutan di tingkat lokal.
3.2. Pembahasan
Perlindungan terhadap HKI, terutama hak cipta, sangat krusial dalam memastikan bahwa inovasi dan kreativitas para pelaku usaha dapat terlindungi dari potensi penyalahgunaan atau pencurian oleh pihak lain.[4] Dengan adanya perlindungan hukum yang memadai, para pelaku ekonomi kreatif dapat merasa lebih aman dan percaya diri dalam mengembangkan produk serta merek mereka, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan usaha yang lebih signifikan.
Pemerintah Kota Medan, dalam upaya meningkatkan perlindungan dan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), telah menjalin kerjasama yang signifikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sumut. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) ini dilaksanakan pada Jumat, 10 Maret, di Hotel Karibia, dan dihadiri oleh Wali Kota Medan, Bobby Nasution, bersama Kakanwil Kemenkumham Sumut, Imam Suyudi.[13]kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Medan. 
Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi para pelaku usaha di bidang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pariwisata menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Fasilitasi Kekayaan Intelektual tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung pada hari Rabu, 19 Juni 2024, bertempat di Hotel Madani Medan, dan diikuti oleh sebanyak 110 peserta yang merupakan pelaku usaha dari berbagai sektor.[14]
[bookmark: _GoBack]Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini merupakan hasil kerja sama antara Dinas Pariwisata Kota Medan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara. Kegiatan tersebut menghadirkan pemateri yang kompeten di bidangnya, yaitu Alex Cosmas Pinem selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, serta Desy Anggerainy yang menjabat sebagai Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda. Keduanya memberikan wawasan tentang pentingnya mendaftarkan kekayaan intelektual, prosedur yang harus dilalui, serta manfaat yang bisa diperoleh dari perlindungan HKI.[14] 
Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para pelaku usaha dapat lebih memahami hak-hak mereka terkait kekayaan intelektual dan mendapatkan pengetahuan praktis yang berguna untuk melindungi inovasi serta produk mereka. Ini adalah langkah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya HKI dalam dunia bisnis, sekaligus memperkuat daya saing pelaku usaha di Kota Medan. 
Program pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Kota Medan telah dilaksanakan sejak bulan Maret tahun 2023. Terkhusus mengenai hak cipta, berdasarkan data yang diperoleh sampai periode September 2024 terdapat 176 sertifikat telah terbit dari total 193 dokumen yang diajukan. Adapun data meneganai pendaftaran hak cipta seperti tabel berikut :





	NO
	TAHUN
	TARGET
	DIAJUKAN
	TERBIT
	 BELUM TERBIT
	DITOLAK

	1.
	2023
	100
	107
	84
	16
	-

	2.
	2024
	110
	118
	79
	31
	-


Tabel .1

Jika diamati data dalam tabel ditemukan problematika dalam implementasi program. Meskipun program ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan perlindungan bagi para pelaku usaha, pelaksanaannya tidak berjalan mulus. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya anggaran, yang berpengaruh langsung pada kuota pendaftaran yang tersedia. Keterbatasan anggaran ini mengakibatkan sejumlah pelaku usaha yang ingin mendaftarkan HKI mereka harus menunggu, sementara beberapa lainnya terpaksa menunda pengajuan hingga ada alokasi dana tambahan. Hal ini menciptakan tantangan tersendiri, mengingat pentingnya perlindungan HKI dalam mendorong inovasi dan memberikan rasa aman bagi para pelaku ekonomi kreatif.
Dari perspektif hukum, program pendaftaran HKI gratis memiliki dasar yang kuat dalam mendukung kepentingan publik dan memberikan perlindungan yang seharusnya diterima oleh semua pelaku usaha. Program pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) gratis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pariwisata bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku ekonomi kreatif. Dengan akses yang lebih mudah dan tanpa biaya, diharapkan pelaku usaha dapat mendaftarkan karya mereka, sehingga meningkatkan rasa aman dan kepercayaan dalam berinovasi.
Jika dikaitkan dengan konsep Teori utilitarianisme yang berfokus pada pencapaian kebahagiaan dan manfaat terbesar bagi masyarakat.[7] Dalam konteks program pendaftaran HKI gratis, pendekatan ini dapat dianalisis dari beberapa aspek:
1. 1.	Kesejahteraan Kolektif: Dengan memberikan pendaftaran HKI secara gratis, program ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Perlindungan HKI memungkinkan pelaku usaha untuk merasa aman dalam berinovasi, yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan perekonomian lokal.
2. Aksesibilitas: Program ini membantu mengurangi hambatan ekonomi bagi pelaku usaha, terutama mereka yang berasal dari kalangan menengah ke bawah. Aksesibilitas ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk melindungi karya mereka. 
3. Inovasi dan Kreativitas: Dengan perlindungan hukum yang kuat, pelaku usaha lebih terdorong untuk berinovasi. Hal ini berpotensi menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik, yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4. KESIMPULAN 
Implementasi otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah memberikan kewenangan luas bagi pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Medan, dalam mengelola sektor ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu bentuk nyata dari upaya ini terlihat dalam berbagai program tahunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Medan, mulai dari promosi, pelatihan, hingga perlindungan hukum melalui pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 
Program pendaftaran HKI gratis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pariwisata bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara, merupakan inisiatif strategis yang mendukung terciptanya ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Melalui program ini, pelaku usaha memperoleh akses perlindungan hukum secara administratif atas karya dan inovasi mereka, sekaligus meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya hak eksklusif atas kekayaan intelektual. 
Meskipun demikian, implementasi program masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait keterbatasan anggaran yang berdampak pada kuota pendaftaran dan waktu tunggu bagi pelaku usaha. Hal ini menunjukkan perlunya perencanaan anggaran yang lebih baik agar manfaat dari program ini dapat dirasakan secara merata. 
Jika ditinjau dari perspektif teori utilitarianisme, program ini sejalan dengan prinsip pencapaian manfaat terbesar bagi masyarakat, melalui peningkatan kesejahteraan kolektif, aksesibilitas yang merata, serta dorongan terhadap inovasi dan kreativitas pelaku usaha. Dengan demikian, program ini tidak hanya berkontribusi pada perlindungan hukum, tetapi juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan pengentasan kemiskinan di tingkat daerah.
5. UCAPAN TERIMAKASIH 
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